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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perdamaian dunia merupakan cita-cita bersama masyarakat internasional. 

Perdamaian dunia akan menciptakan kerjasama yang harmonis antar  Negara 

untuk mencapai pembangunan dan stabilitas secara aman serta kondusif. Dalam 

menciptakan perdamaian dunia, dibutuhkan kehadiran Hukum Internasional 

sebagai alat pengatur hubungan antara masyarakat internasional. Hukum itu 

sendiri merupakan elemen yang menyatukan anggota masyarakat dalam ketaatan 

kepada nilai-nilai dan norma. Hukum terdiri atas serangkaian peraturan yang 

mengatur perilaku, dan hingga kadar tertentu, mencerminkan ide dan obsesi 

masyarakat tempatnya berfungsi. 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang 

bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, 

menghubungkan persaudaran antar bangsa, menjadi pusat bagi tindakan-tindakan 

bangsa-bangsa dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yang bekerja sama 

secara internasional untuk memecahkan persoalan-persoalan keamanan 

internasional, ekonomi internasional, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan, juga 

untuk memajukan rasa hormat terhadap hak-hak manusia dan kemerdekaan-

kemerdekaan asasi. 

Keterpurukan citra Indonesia dimata dunia internasional sesungguhnya 

sudah dimulai sejak krisis ekonomi yang menerjang indonesia di tahun 1997 
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parahnya krisis ekonomi ini kemudian menjadi bola salju yang kemudia semakin 

mebesar dan mengekang Indonesia dlam penjara krisis multidimensi yang 

menyentuh seluruh sendi kehidupan negara dan masyarakat. 

Kurun waktu tiga tahun sejak tahun 1998 membuat dinamika kehidupan 

bermasyarakat, betbangsa dan bernegara di indonesia cukup memperihatinkan. 

Dalam kurun waktu tersebut, terjadi tiga kali berganti kepemimpinan nasional 

yang menggamabrkan lembaga kepemimpinan nasional yang rapuh dan tatanan 

politik yang belum mapan. Lembagsa supra dan infra. Struktur politik masih 

menacari tatanan politik yang tepat. 

Reformasi yang bertujuan untyk menegakkan kehidupan yang demokrasi 

dan pemerintahan yang bersih dan baik. Mendapat rintangan yang berat, krisis 

ekonomi yang belum teratasi menimbulkan dampak terhadap bidang lain yaitu 

instabilitas politik dan perekonomian nasional, serta gangguan dan keamanan 

yang cenderung meningkat. 

Sebagai akses dari kekacauan politik dan keamanan, ekonomi indonesia ikut 

terpuruk dan sulit untyuk bangkit. Terlebih sektor ekonomi yng pertama kali 

menjadi penyakit krisis bangsa ini. Negara hampir gagal dalam upaya nya 

memenuhi hak rakyat berupa pemenuhan kebutuhan dasar. Tidak bergeraknya 

sektor riil ekonomi nasional berdampak pada gejolak dibidang sosial dan budaya. 

Dengan demikian dalam menyikapi kondisi ini pemerintah presiden 

Megawati Soekarnoputri, melakukan beberapa upaya perbaikan didalam dan 

diluar negeri dengan melakukan peningkatan hubungan bilatelar, regional maupun 

multilatelar di berbagai negara. [erbaikan sektor dalam negeri ditunjukkan pada 
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upaya pengambilan stabilitas keamanan nasional dari berbagai sparatisme. Hal ini 

diwujudkan dengan adanya kebijakan penerapan status darurat militer di Nanggro 

Aceh Darussalam yang ebrlangsung selama satu tahun. Dalam status darurat 

militer tersebut seacara serentak dilancarkan operasi militer terbatas dan berbagai 

kegiatan lainnya secara terpadu yang bertujuaan secepatnya memulihkan 

kehidupan masyarakat, tegaknya hukum, berjalannya fungsi pemerintahan dan 

terjaminnya keamanan. 

Namun yang menjadi dilema adalah bahwa perdamaian dunia yang selama 

ini dicita-citakan telah diciderai  dengan  eksistensi terorisme yang 

memperjuangkan suatu ideologi politik  dengan  aksi  kekerasan  atau 

ancaman   secara   tidak   sah, oleh karena  itu  dibutuhkan  suatu  badan 

universal   yang  dapat  memfasilitasi perlindungan  bagi  Negara-negara  di 

dunia  baik  dari  ancaman  keamanan dalam    negeri    maupun    dari    luar 

negeri. 

Dalam upaya penanggulangan ancaman terorisme setelah terjadi serangan 

yang terjadi di Indonesia pemerintah Megawati semakin mengentesifkan upaya-

upaya pecegahan terhadap aksi terorisme. Pada tataran politik luar negeri, 

Indonesia semakin keras menyurakan bahwa perang terhadap terorisme harus 

dilakukan dengan membangun koalisi global yang konferensif, dengan 

mekanisme PBB sebagai alat utama, yang melindungi semauan peradapan dan 

semua agama. 

Keseriusan Indonesia dalam meberantas aksi terorisme ditandai dengan 

keberhasilan aparat keamanan negara menangkap pelaku peledakan Bom Bali 
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oktober 2002 sekaligus membongkar jaringannya. Hal ini sekaligus menjawab 

keseriusan Indonesia dalam usaha memberantas Terorisme. Dengan keberhasilan 

ini mampu mendorong penguatan Indonesia dalam konstalasi politik 

internasioanal. Sejak saat itu Indonesia, terus membangun kemampuan dan 

mengtasi anacaman bahaya terorisme, denagan memanfaatkan berbagai forum 

kerja sama bilateral, regional dan global. 

Jauh sebelum indonesia menjabat menjadi ketua Standing Committe 

ASEAN pada tahun 2003 , indonesia telah melakukan diplomasi  pro-aktif dalam 

bidang politik dan keamanan, beberapa diantaranya mendukung upaya ASEAN 

dalam mengatasi ancaman terorisme melalui langkah regional bersama, jauh 

sebelum serangan terorisme menghantam dunia tragedi WTC 11 September 2001, 

tragedi Bom Bali Oktober 2002, maupun peledakan Bom Marriot Agustus 2003. 

Maka sejak tahun 2001, Indonesia turut mendorong deklarasi ASEAN untuk 

menerangi terorisme. 

Indonesia beranggapan bahwa dalam starategi internasional kawasan ini 

berada pada jalur yang sangat potensial dilihat dari segi sosio-ekonomi dan sosio-

politik dimata negara negara adikuasa. Faktor gegrafis ini menjadi penting bagi 

indonesia. Karena nya Indonesia menganggap sangat diperlukan mekanisme 

kerjasama yang regional yang kuat untuk menjamin kehidupan yang bernegara 

yang aman, damai dan stabil sebagai penopang stabilitas nasional. Hal tersebut 

telah tercermin pula secara gamblang dalam mempertimbangkang kan bahwa 

ASEAN ikut memikul secara bersama tanggung jawab utama memperkuat 

stabilitas ekonomi dan sosial kawasan dan bahwa mereka bertekat untuk 
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menjamin kestabilitasan dan keamanan mereka dari campur tangan luar dalam 

bentuk manifestasi apapun. (M.Sabir, 1992 :44-45) 

Terorisme bukan lagi sekedar ancaman eksistensial tetapi telah menjadi 

ancaman aktual (actual threats). Agenda politik dan keamanan internasional masih 

tetap mengusung penanggulangan terorisme sebagai ancaman bagi perdamaian 

dunia dan peradapan manusia. Upaya penanggulangan terorisme telah dijalan kan 

oleh berbagai negara melalui penguatan perangkat hukum nasional, peningkatan 

aktivitas intelejen yang diikuti dengan langkah pembangunan kapasitas 

kelembagaan dan personel, kerja sama bilateral dan multilateralbaik antar 

pemerintah maupun pemerintah, serta penanganan akar penyebab timbul dan 

berkembanganya terorisme. ( parulian simamora 2013 : hal 40-41) 

Menurut sejarah kata 'terorisme' berasal dari rezim teror atau apa yang 

disebut Nacos sebagai tindakan-tindakan kekerasan dari negara yang 

terjadi sesudah revolusi Prancis pada tahun 1790-an. Selama periode ini. 

terorisme diartikan sebagai hukuman mati massal bagi bangsawan dan 

musuh nyata atau yang diduga sebagai musuh negara. Terorisme sebagian 

besar dipahami sebagai kekerasan politik yang dilakukan oleh aktor non-

Negara, seperti kelompok atau individu independen maupun yang dibiaya 

Negara. (Prayudi. 2009 : 2). 

 

Badan penanggulangan terorisme republik indonesia dengan penuh 

tantangan, mengembankan tugas dan kewajiban menanggulangi tindak pidana 

terorisme dangan menyusun rumusan kebijakan, strategi dan perogram nasional 

penanggulangan terorisme di indonesia dengan mengkordinasiakan keseluruh 

lapisan masyarakat dan semua jajaran kementerian dan lembaga sebagai upaya 

dalam mencegah terjadinya aksi teror terutama penanaman kebencian serta 

penyebaran permusuhan yang dilakukan oleh kelompok radikal setiap saaat 

dimana dan kapan saja kepada semua pihak dan kelompok terutama dikalangan 
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generasi muda. Dalam operasi penindakan satgas anti teror BNPT dan satgas anti 

teror densus 88 polri telah berhasil mengungkap seluruh jaringan terorisme 

diindonesia, menangkap para pelaku teror dan mengajukan mereka ke pengadilan. 

Sampai dengan september 2014 setidaknya 950 teroris telah ditangkap. Sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya maka seluruh program BNPT memiliki 

sasaran strategis untuk meningktkan rasa aman dan ketertiban masyarakat.  

Pengalaman indonesia menangani aksi kekerasan kelompok radikal 

terorisme telah memberikan “learning point” sangat berharga yakni pendekatan 

kekerasan dengan menggunakan kekuatan militer bukan jawaban yang tepat. 

Semakin keras tindakan fisik dilakukan pada kelompok radikal, semakin mereka 

menjadi militan. Menjinakan terorisme sebagai suatu gerakan bermotif politik dan 

adicita yang mengunakan kekerasan, takan pernah efektif hanya dengan 

mengunakan operasi fisik semata (hard approach) oleh karena itu diperlukan 

startegi kreatif yang menitikberatkan pada upya upaya persuasif  (soft approach) 

yang tepat dan dilaksanakan secara simultan antara keduanya. (Ansyaad Mbai 

2014 ; hal 150) 

Dengan demikian Peran Indonesia dalam hal ini sangat besar, dengan 

menjadi pelopor ASEAN Community, hal ini terbukti dimana kelahiran Bali 

Concord II pada KTT ASEAN di Bali diawali dengan konsep ASEAN Security 

Community yang digagas Oleh Indonesia. 

Sementara dalam prinsip dasar ASEAN yang kedua tertulis “..berbagi 

komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, 

keamanan dan kemakmuran regional..” yang berarti seluruh negara anggota 
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ASEAN harus bertanggung jawab dalam meningkatkan keamanan untuk 

mencegah masuknya terorisme. 

Sejauh ini konteks yang menjadi perhatian besar Indonesia sebagai 

anggota disatu sisi, ketua dan juga sebagai negara yang memiliki wilayah terbesar 

daripada negara-negara lain menyadari benar bahwa konsep ASC ( ASEAN 

Security Community ) menjadi sangat mendesak sifatnya untuk dilaksanakan 

terkait juga dengan kepentingan Nasional Indonesia khususnya di wilayah- 

wilayah luar dari Indonesia.  

Dalam hal ini ASEAN sebagai sebuah organisasi Regional yang konsen 

terhadap permasalahan khususnya keamanan (security) juga menjadikan 

permasalahan terorisme ini menjadi agenda dalam setiap kebijakan yang 

dikeluarkan termasuk dalam ide Komunitas ASEAN 2015. Dalam ASEAN 

Community khususnya dalam poin kerjasama dalam ASEAN Security 

Community ( ASC) menempatkan permasalahan terorisme ini sebagai sebuah 

permasalahan bersama yang harus segera diatasi. Selama ini negara-negara 

ASEAN mengakui bahwa mereka mempunyai kesamaan kepentingan untuk 

membangun kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan makmur. Namun, 

mereka menafsirkan semua itu terutama dalam konteks ketiadaan campur tangan 

pihak luar kawasan, stabilitas pemerintahan, dan kemakmuran ekonomi. Selain 

itu, dalam kenyataannya negara-negara anggota ASEAN bertolak pada prinsip 

untuk tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, dan memfokuskan pada 

terciptanya kemakmuran ekonomi. Persoalan keamanan menjadi tanggung jawab 

tiap anggota. Tetapi, keadaan berubah manakala wilayah Asia Tenggara menjadi 
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sasaran aksi terorisme. Serentetan peledakan bom di Indonesia dan Filiphina telah 

menggoyang stabilitas keamanan Asia Tenggara. Di samping itu, aksi 

penyelundupan senjata dan bahan peledak di beberapa negara ASEAN serta aksi 

pembajakan di wilayah perairan Asia Tenggara turut pula mempengaruhi 

stabilitas kawasan.Semua persoalan kemanan tersebut tentu tidak bisa diatasi 

sendiri oleh negara anggota ASEAN.  

Aksi kejahatan itu telah melintasi batas-batas wilayah negara ASEAN dan 

jaringan aksinya pun tersebar di berbagai negara. Karena itu, untuk menangkalnya 

negara-negara anggota ASEAN perlu mengintegrasikan keamanannya secara 

bersama demi menjaga stabilitas kawasan. Dengan kata lain, persoalan keamanan 

di kawasan ASEAN harus ditangani secara bersama, tidak ditangani sendiri oleh 

negara anggota. Inilah yang menyebabkan ASC menjadi komunitas bersama yang 

penting untuk dibentuk.  ASC  (ASEAN Security Community ) dibentuk dengan 

tujuan untuk memperkuat kapasitas nasional dan regional guna memberantas 

terorisme dan kejahatan lintas batas lainnya. Di samping itu, ASC juga harus 

berfungsi memberikan jaminan agar kawasan Asia Tenggara terbebas dari senjata 

pemusnah masal. Apabila terjadi perbedaan di kawasan yang dapat mengarah 

pada konflik, maka ASC harus dapat meredam perbedaan itu agar tidak 

menimbulkan konflik, pertentangan, atau bahkan peperangan. Perbedaan 

antarnegara harus bisa diselesaikan secara damai. Hal ini juga harus disertai 

pandangan bahwa keamanan setiap negara saling terkait secara mendasar yang 

terikat oleh letak geografis, visi, dan tujuan bersama ASEAN. 
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Bagi Indonesia yang sejak tahun 2002 hingga saat ini terus berfokus 

dengan permasalahan terorisme kerjasama ASC ini menjadi catatan penting dalam 

upaya mencoba menyoroti tentang bagaimana ASC (Asean Security Community) 

yang merupakan salah satu poin penting dari blue print Komunitas ASEAN 2015 

diselenggarakan atau diwujudkan oleh negara-negara Angota ASEAN saat ini 

termasuk Indonesia.  

Untuk terciptanya keamanan di negara-negara Anggota ASEAN seluruh 

negara anggota ASEAN harus berperan  dan bekerja sama dalam  mencegah aksi 

terorisme. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN harus mengambil 

peran dan tanggung jawab dalam mencegah masuknya terorisme memasuki 

wilayah regional ASEAN. Peran Indonesia dalam mencegah aksi terorisme di 

wilayah ASEAN sangatlah perlu untuk di ketahui dan bagaimana eksistensi 

negara Indonesia dalam kaca Internasional terkait penanggulangan terorisme. 

Untuk itulah penulis menjadikan hal ini sebagai permasalahan utama dalam 

penelitian yang  berjudul “Peran Negara Indonesia pada ASEAN 

COMMUNITY 2015” (Dalam penanggulangan atau  permasalahan 

terorisme)”. 

 

1.2 Batasan masalah 

Dalam setiap penelitian permasalahan merupakan hal yang paling utama 

dan diiringi bagaimana cara pemecahannya. Namun sebelum hal itu dilakukan 

penulis dalam hal ini membatasi permasalahan karena mengingat luasnya 

permasalahan dalam penelitian ini.  
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Berdasarkan hal diatas agar peneliti ini terarah dan jelas tujuannya, maka 

perlu dirumuskan Batasan Masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang 

masalah diatas  sebagai berikut; 

1. Peran indonesia dalam mewujudkan ASEAN Community khusus terkait 

dengan penanggulangan Terorisme. 

2. Upaya dan tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk 

menanggulangi permasalahan Terorisme berdasarkan Perjanjian-perjanjian 

dalam ASEAN Security Community. 

1.3  Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan penjelasan tentang pentingnya sebuah 

penelitian dilakukan, seberapa pentingnya penelitian tersebut misal bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan atau hanya sekedar menjawab permasalahan 

yang ada. Masalah yang diteliti biasanya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya 

yang tegas dan jelas. Pada prinsipnya juga ruang lingkup masalah yang akan 

dipecahkan harus dibatasi untuk mengambil kesimpulan (konklusi) yang pasti 

(defenitif). (I Made Wirartha, 2006) 

Berdasarkan latar belakang dan batasan maslah diatas maka penulis 

menetukan yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi atau penelitian ini 

adalah  

1. Bagaimana peran indonesia dalam mewujudkan ASEAN 

Community  khusus terkait dengan penanggulangan Terorisme? 
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2. Upaya dan tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia 

untuk menanggulangi permasalahan Terorisme berdasarkan 

Perjanjian-perjanjian dalam ASEAN Security Community? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Menetapkan tujuan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting sebab 

dalam bertindak atau melakukan suatu kegiatan harus diserta dengan tujuan 

pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

Untuk mengetahui Bagaimana peran Indonesia dalam mewujudkan 

ASEAN Security Community dari  kelembagaan ASEAN khusus terkait dengan  

penanggulangan terorisme dan Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh 

Indonesia untuk menanggulangi permasalahan Terorisme berdasarkan Perjanjian-

perjanjian dalam ASEAN Secutity Community. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki manfaat. Penelitian yang baik harus 

dapat dimanfaatkan. Inilah sifat pragmatis dari penelitian (ilmu pengetahuan 

ilmiah). Maka seorang penulis harus memikirkan sejak awal manfaat dari 

penelitian yang akan dilakukannya. Maka dari itu adapun manfaat dari penelitian 

ini terutama untuk mahasiswa PPKn Universitas Negerei Medan adalah sebagai 

berikut : 

1. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan 

media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih 

lanjut. 



 

 
 

12 

2. Menambah pengentahuan dan meningkatkan wawasan berfikir penulis, 

terutama dalam bidang penelitian. 

3. Sebagai Sarana Informasi dan sumbangan yang bermanfaat bagi 

pembaca. 

4. Bagi mahasiswa hasil penelitian ini mampu menerapkan dokumen, 

pengetahuan, wawasan dalam meningkatkan pemahaman tentang peran 

indonesia pada ASEAN COMMUNITY 2105 dalan penanggulangan 

dan permasalahan terorisme. 

5. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

kalangan mahasiswa dijurusan pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan untuk dapat menjadi sumber pengembangan ilmiah 

khususnya berkaitan denagn konsep politik. 

6. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan serta informasi tentang ASEAN COMMUNITY 2015 dan 

serta sebagai kajian atau tambahan literature untuk penelitian lebih 

lanjut dan memperkaya keilmuan khususnya di jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. 

 

 


